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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO
“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena
sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali tidak
akan sampai setinggi gunung” (QS. AL Israa Ayat 37).

Hidup bukanlah tentang siapa kita kemarin atau hari ini melainkan seberapa
berguna kita dari hari esok dan selamanya karena kegagalan kemarin bukanlah
alasan untuk berputus asa melainkan kesuksesan yang tertundak hari esok.
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akhir ini
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 Buat Kamu (Linda Rismawati) yang selalu memberikan motivasi selama
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ABSTRAK

Riki Andriyan

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUSAKAN TERUMBU KARANG DI
TINJAU DARI PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

Skripsi Fakultas Hukum, 2016

Kata Kunci: Perusakan, Terumbu Karang dan Wilayah Pesisir

Perusakan terumbu karang adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau
tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati terumbu karang. Penyebab kerusakan
terumbu karang ada dua, yaitu akibat alam dan karena aktivitas manusia. Terumbu
karang (coral reefs) merupakan organisme yang hidup di dasar laut daerah tropis dan
dibangun oleh biota laut penghasil kapur khususnya jenis-jenis karang dan alga
penghasil kapur. Adapun  permasalahan penelitian ini bagaimana penegakan hukum
terhadap pelaku tindak pidana perusakan terumbu karang dan pertanggungjawabkan
pidana terhadap pelaku perusakan terumbu karang. Penulis skripsi ini mengunakan
pendekatan empiris dan kasus. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis
normatif. Pesisir dan laut dikenal sebagai kawasan yang mengandung kekayaan alam
potensial untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemenuhan kebutuhan tersebut
diantaranya dari sisi sumber daya perikanan, sumber daya mineral, dan tambang,
sumber daya bahan obat-obatan, sumber daya energi alternatif dari arus dan gelombang,
serta sumber daya alami untuk media transportasi, pertahanan, keamanan, dan
parawisata. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegak hukum lebih cenderung
menggunakan pasal 84 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan
Pasal 85 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan
atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Walaupun ada salah
satu unsur yang memenuhi di dalam pasal 73 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Faktor yang mempengaruhi
penegak hukum adalah faktor masyarakat itu sendiri.
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ABSTRACT

Riki Andriyan

THE LAW ANALYSIS TO DESTRUCTION OF CORAL REEFS IN TERMS OF
ARTICLE 73 UU NO. 1 TH 2014 ABOUT COAST MANAGEMENT

AND SMALL ISLANDS

Thesis, Faculty Of Law, 2016

Keywords: Destruction, Coral Reefs and Coast Region

The destruction of coral reef is an action that will make a change directly or indirectly
to physical and/or biological of coral reefs. There are two of coral reefs damage, those
are because of nature and human activity. Coral reefs is an organism where lives in the
tropical sea bottom and built by marine biota whose lime producer especially kinds of
coral and algae as a lime producer. In this case of study is how the law enforcement
and responsibility of criminal act to the destroyer of coral reefs. The writer has used
empirical and case approaches. The kind of this research is normative juridical
research. Coast and sea are familiar as sectors which have potensial natural wealth to
fulfill human needs. We can look at some of humans needs from the side of fishery
resources, mineral resources, and mining, medical resources, alternative energy
resource of current and wave, also natural resource as a tranportation media, defense,
security, and tourism. The result of this research has shown that the law enforcement
usually use the article No 84 UU No 31 of 2004 about fishery and article No paragraph
(1) and (2) UU No 45 of 2009 Jo UU No 31 of 2004 about fishery. Although the one of
factor that be in article No 73 UU No 1 of 2014 about the coral management and small
islands. The factor impact to the law enforcement is community factor itself.
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penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu,

kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh Yusuf. MSi selaku Rektor Universitas Bangka Belitung
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